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ABSTRAK 
KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI PEMERINTAH DAERAH 
(Persepsi BPKP Sulawesi Selatan dan Inspektorat Sulawesi Selatan) 
 
 
ACCOUNTING FRAUD TRENDS IN LOCAL GOVERNMENT 
(Perceptions BPKP South Sulawesi and Inspectorate South Sulawesi) 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran fraud triangle 
dalam kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Studi kasus ini akan dilakukan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dan prosedur pengumpulan datanya melalui in depth interview 
(wawancara mendalam) kepada sejumlah informan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa fraud triangle berperan dan menjadi faktor penyebab 
terjadinya kecurangan akuntansi di sektor Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Faktor ini dengan mudah terjadi dikarenakan seseorang dalam 
pemerintahan daerah memiliki masalah yang berasal dari tekanan finansial, 
tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, tekanan dari pemimpin, tekanan-
tekanan lainnya, sistem pengendalian internal yang lemah, gagalnya 
mendisiplinkan pelaku kecurangan, kurangnya jejak audit, adanya pengaruh 
jabatan atau kekuasaan, bonus yang kurang, dan merasa berhak untuk 
mendapatkan yang lebih yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan 
kecurangan.  
Kata kunci: fraud, fraud triangle, pemerintah daerah 
 
This research aims to have further understanding about role of  fraud triangle 
towards corruption in South Sulawesi. Object of this study is representative of 
BPKP in South Sulawesi. This research used qualitative method and use in depth 
interview in data collection process. Result indicates that fraud triangle has role 
and one of factor causes accounting corruption in South Sulawesi local 
government. This factor easily happen because someone in local government 
has problems stemming from financial pressure, the pressure associated with the 
job, the pressure on the leader, other pressures, internal control systems are 
weak, the failure to discipline the perpetrators of fraud, lack of audit trail, the 
influence position or power, less bonuses, and feel entitled to get more then 
triggers a person to commit fraud. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Terdapat dua cara yang biasa digunakan dalam mengambil milik orang 
lain secara tidak sah (illegal). Pertama, mengambil secara paksa milik orang lain 
dengan menggunakan senjata sehingga barang tersebut diberikan. Cara ini biasa 
dikenal dengan istilah perampokan. Kedua, mengambil milik orang lain dengan 
cara licik (menipu) atau yang dalam lingkup akuntansi lebih sering dikenal 
dengan istilah kecurangan (fraud). Perampokan biasanya menimbulkan traumatik 
karena adanya kekerasan dan mengambil hak orang lain, namun kerugian yang 
diderita akibat kecurangan (fraud) jauh melebihi perampokan. 
Fraud sering diartikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah 
dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang lebih luas. 
Menurut Wardhani (2012) fraud adalah“criminal deception intended to financially 
benefit the deceiver”. Kriminal disini diartikan sebagai tindakan kesalahan serius 
yang dilakukan dengan maksud jahat yang biasanya mencakup tiga langkah: 
tindakan (the act), penyembunyian (the concealment), dan konversi (the 
conversion). 
Fraud (kecurangan) akhir-akhir ini menjadi sosok yang sangat 
mengkhawatirkan. Kecurangan ini dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan 
dampak negatif. Kecurangan (fraud) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan 
secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (fraud) merupakan 
penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu 
entitas yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan atau 





2012). Lebih lanjut, Tuanakotta (2010) menggambarkan occupational fraud 
dalam bentuk fraud tree yang mempunyai tiga cabang yaitu, Kecurangan 
Laporan Keuangan (Fraudulent Statement Fraud), Penyalahgunaan Aset (Asset 
Misappropriation), dan Korupsi (Corruption). 
Dibandingkan Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Statement 
Fraud), Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation), korupsi (corruption) 
merupakan jenis fraud yang sering ditemukan, khususnya di Indonesia. Untuk 
barometer korupsi di Indonesia, berdasarkan survey yang dilakukan oleh 
Transparency International pada tahun 2013 diperoleh hasil bahwa 91% 
responden merasa bahwa kepolisian adalah institusi yang banyak melakukan 
tindakan korupsi, berikutnya adalah parlemen legislatif (89%), pengadilan (86%), 
partai politik (86%), kantor publik/PNS juga instansi pemerintahan (79%), bisnis 
(54%) dan sistem pendidikan (49%). Dalam periode 2003-2014, temuan 
pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana telah disampaikan kepada 
instansi yang berwenang, baik kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, maupun KPK 
meliputi 227 surat yang memuat 442 temuan senilai Rp43,83 triliun. Selama 
tahun 2014 sebanyak 10 temuan yang telah disampaikan dengan nilai Rp951,61 
miliar dan USD893.30 ribu atau total setara dengan Rp962,67 miliar (BPK, 2014). 
Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat korupsi di 
Indonesia memang sangat tinggi dengan nilai kerugian negara yang tidak sedikit, 
dan dari hasil survey barometer korupsi di Indonesia tersebut 79% responden 
menyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi di kantor publik/PNS juga instansi 
pemerintahan. 
Berdasarkan data KPK, Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 
sebelas dengan persentase 1.5% menunjukkan cukup besarnya praktik korupsi 





Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan survei integritas KPK di 98 instansi 
tingkat pusat dan daerah yang dilakukan pada 2009, skor integritas pemprov 
Sulawesi Selatan menduduki urutan terendah alias rentannya kasus korupsi yang 
ditemukan. Senada dengan pernyataan tersebut, laporan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) punya kesimpulan sama bahwa Sulawesi 
Selatan lemah dalam rencana aksi daerah pemberantasan korupsi. Hal demikian 
dipertegas oleh Abraham Samad (ketua KPK yang pernah menjabat sebagai 
Direktur Anti- Corruption Committee (ACC) bahwa mereka yang bersalah tidak 
takut dikarenakan aparatnya yang lemah.  
Cap buruk Sulawesi Selatan sebagai daerah paling subur korupsinya 
kembali dikupas oleh kalangan antikorupsi di Makassar. Salah satu pemicunya, 
seperti hasil analisis Direktur Anti-Corruption Committee (ACC), Abraham 
Samad, daerah penghasil kakao yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 
persen per tahun itu sudah imun (kebal) terhadap penyakit korupsi. 
Abraham menyebut 97 persen kasus korupsi yang masuk pengadilan 
tinggi dan negeri di Sulawesi Selatan divonis bebas. Hanya 3 persen yang 
divonis bersalah. Parahnya, kata Abraham, dari 97 persen kasus korupsi itu, 
pelakunya pejabat dan orang berduit. Sedangkan 3 persen yang divonis bersalah 
adalah masyarakat biasa. “Sulawesi Selatan ini ibarat surga para koruptor. 
Banyak pejabat yang suka ke Makassar karena daerah ini sangat subur 
korupsinya. Mereka yang bersalah tidak pernah merasa takut karena aparat 
hukumnya lemah,” ujar Abraham dalam dialog yang berlangsung di Gedung 
Graha Pena Makassar itu. Ia menambahkan, pemerintah provinsi sulit 
menyangkal predikat tersebut. Sebab, selain data menunjukkan demikian, 





kesimpulan sama: Sulawesi Selatan lemah dalam rencana aksi daerah 
pemberantasan korupsi. 
Abraham mencontohkan, proyek pasar modern di Kabupaten Gowa Rp 
20 miliar. Pemerintah mengklaim sudah selesai 90 persen. Setelah dicek tim 
pusat, pembangunan pasar baru berupa fondasi. Modus korupsi pejabat yang 
paling menonjol adalah penyelewengan anggaran. Terutama pada pengadaan 
barang dan jasa yang syarat manipulasi dan kolusi. “Penyimpangan anggaran ini 
kerap dilakukan pejabat publik,” ucap Abraham. Kasus fraud yang juga pernah 
terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, yaitu kasus terkait 
revitalisasi Fort Rotterdam. Dalam hal ini, penyidik menemukan indikasi 
penyimpangan dalam sejumlah pekerjaan yang dianggarkan sebesar Rp.24,3 
miliar pada tahun 2011. Diduga terdapat pengurangan volume pada penggantian 
atap dan konstruksi bangunan. Yeni Andriani selaku jaksa penyidik Kejati Sulsel 
mengatakan bahwa terdapat indikasi dugaan mark up anggaran. 
Praktik penyimpangan lain yang marak terjadi di instansi pemerintahan 
yaitu terhadap anggaran daerah dengan berbagai macam modus oleh PNS. 
Salah satunya dan yang sudah melekat di instansi pemerintah yaitu perjalanan 
dinas fiktif. Hal tersebut diperjelas oleh wakil ketua KPK, Bambang Wiljajanto, 
ada beberapa modus yang dilakukan oleh PNS dan pejabat negara dalam 
melakukan korupsi perjalanan dinas. Pertama, mengakali jumlah tiket pesawat; 
kedua, menggelembungkan biaya akomodasi penginapan (hotel); dan ketiga, 
mengagendakan biaya perjalanan fiktif. Selain itu, bentuk penyimpangan yang 
juga biasa ditemukan di instansi pemerintahan yaitu terkait pengadaan barang 
dan jasa. Soemitro Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pengadaan 
merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. 





unsur tindak pidana korupsi. Tetapi, tidak banyak yang masuk ke persidangan 
pengadilan (Tuanakotta, 2014:431).  
Melihat beberapa bentuk fraud di atas, menjelaskan bahwa fraud 
merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Oleh 
sebab itu, perlu dilakukan pendeteksian dan pencegahan terhadap fraud. Akan 
tetapi, pencegahan terhadap fraud membutuhkan pemahaman komprehensif 
untuk memahami motif dan latarbelakang tindakan para pelakunya, sehingga 
tindakan pencegahan dan pengungkapan dapat dilakukan dengan tepat. 
Salah satu tindakan melakukan pencegahan terhadap fraud adalah 
dengan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan 
memotivasi seseorang melakukan fraud. Salah satu teori yang menjelaskan 
tentang motivasi seseorang melakukan fraud adalah fraud triangle theory yang 
dikembangkan oleh Cressey (1973). 
Fraud triangle terdiri atas tiga komponen yaitu opportunity (kesempatan), 
pressure (tekanan), dan rationalization (rasionalisasi) (Cressey dalam 
Tuannakota, 2013). Fokus utama penelitian ini adalah mengekplorasi atau 
mencari penyebab utama terjadinya fraud dalam pemerintahan daerah, 
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan fokus penelitian, maka 
tujuan penelitan adalah mengidentifikasi atau pengungkapan faktor-faktor 
penyebab terjadinya fraud dalam pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Fokus penelitian ini didasari pada pemikiran bahwa fraud 
sangat “berbahaya”. Fraud dapat merusak struktur pemerintahan, menghambat 
jalannya pemerintahan dan pembangunan serta sangat sukar diberantas. Fraud 
juga menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, 
inefisien dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, distorsi antara 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, tingginya kesenjangan ekonomi dan 





Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan fraud triangle 
sebagai teori dasar untuk mengungkap kecenderungan fraud pemerintah daerah, 
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, karena fraud triangle juga menjadi faktor 
utama bagi seseorang ataupun kelompok dalam melakukan kecurangan 
akuntansi atau fraud sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, 
penelitian ini pun hadir dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana peran fraud 
triangle dalam kecenderungan fraud Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul :“ Kecenderungan 
Kecurangan Akuntansi di Pemerintah Daerah: Persepsi BPKP dan 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dianggap perlu untuk 
merumuskan permasalahannya. Pokok masalah yang akan diteliti berdasarkan 
latarbelakang penelitian yaitu, bagaimana BPKP dan Inspektorat Provinsi 
mengungkap kecurangan akuntansi pemerintah daerah ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peran fraud triangle dalam kecenderungan fraud pada Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Kegunaan teoretis 






a. Menambah wawasan tentang bagaimana peran fraud triangle dalam 
kecenderungan fraud pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
b. Membantu memetakan persepsi yang digunakan BPKP dan 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam memandang 
kecenderungan fraud pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini diharapkan 
mampu membuka peluang semakin digiatkannya pengembangan 
wacana metode penelitian kualitatif di Jurusan Akuntasi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
b. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, LSM, maupun 
mahasiswa untuk memahami, mencegah fraud, dan sebagai 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan. 
c. Menjadi bahan refleksi bagi pemerintah setempat untuk 









Fraud  (kecurangan) adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang 
atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan 
orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau 
kelompok lain. Menurut Tuanakotta (2012:28), fraud adalah: 
“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. 
These acts are not dependent upon the application of threats of violence or 
physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to 
obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or 
to secure personal to business advantage.”  
Menurut Albrecht et al (2012: 6) fraud didefinisikan sebagai berikut: 
“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which 
human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get 
an advantage over another by false representations. No definite and 
invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, 
as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another 
is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human 
knavery.  
Fraud menurut Karyono (2013:4-5) juga dapat diistilahkan sebagai 
kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan 
melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan 
tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada 
pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari 
luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang 
secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan 
pihak lain. 
Beberapa definisi fraud menurut para ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa fraud adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau 
organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan 
9 
keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan 
pihak-pihak terkait. Begitupun fraud dalam laporan keuangan dapat membuat 
informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tidak memperlihatkan kondisi 
aslinya, sehingga informasi tersebut dapat membuat para pengguna laporan 
keuangan salah dalam mengambil keputusan dan mengalami kerugian yang 
besar. 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), salah satu asosiasi di 
USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan 
kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu: 
kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud), penyalahgunaan aset 
(asset misappropriation), dan korupsi (corruption). Kecurangan laporan keuangan 
(fraudulent statements atau financial statement fraud) dapat didefinisikan sebagai 
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material 
laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 
bersifat financial atau kecurangan non financial. Jenis fraud ini sangat dikenal 
para auditor yang melakukan general audit (opinion audit). Penyalahgunaan aset 
(Asset Misappropriation) dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan 
kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran 
biaya secara curang (fraudulent disbursement). Asset misappropriation atau 
“pengambilan” aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. 
Namun dalam istilah hukum,” mengambil” aset secara ilegal (tidak sah atau 
melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk 
mengelola atau mengatasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Korupsi 
(corruption) terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), 
suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic 
extortion). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi 
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yang terkandung dalam Undang-undang 31 tahun 1999 Undang-undang 20 
tahun 2001. Dalam bahasa hukum positif (UU No. 31 Tahun 1999 UU 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pengertian korupsi secara 
umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU No 31 
tahun 1999. Dalam salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga 
kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-
undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah melawan hukum, memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau 
perkonomian negara. Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat 
dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat negara saja melainkan 
pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat 
dengan ketentuan undang-undang korupsi. 
2.1.1 Fraud Triangle 
Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah fraud triangle 
theory. Fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. 
Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktor-nya pada tahun 1950. 
Cressey mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan 
alasan mengapa orang melakukan fraud.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa 
orang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak 
bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa 
diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan 
mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai 
memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang 
dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari 
pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan 
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merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan 
pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. 
Dari penjelasan di atas, Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang 
mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu masalah keuangan yang harus 
dirahasiakan (pressure), kesempatan untuk melakukan fraud, dan rasionalisasi 
dari pelaku. 
 
Gambar 2.1 Fraud Triangle 
Sumber : Dellaportas, S. (2008). Conversations with inmate accountants: Motivation, 
opportunity and the fraud triangle  
 
1. Pressure  
Fraud dapat dilakukan untuk keuntungan individu maupun perusahaan. 
Employee fraud, di mana penggelapan aset dari perusahaan dilakukan biasanya 
hanya menguntungkan pelakunya saja. Management fraud, di mana beberapa 
pejabat perusahaan menipu investor maupun kreditor dengan memalsukan 
laporan keuangan, seringkali menguntungkan perusahaan dan petinggi-
petingginya. Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai pressure yang dapat 
menjadi dasar dalam melakukan fraud.  
Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana 
kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan. Dari dua 
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arti di atas, dapat dilihat bahwa pressure dapat menjadi motivasi bagi manusia 
dalam melakukan tindakan.  
Pressure sendiri dapat memberikan dampak yang positif, pressure dapat 
membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan 
ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, pressure dapat 
meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak pressure dapat menjadi salah 
satu sumber dari munculnya fraud dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari 
fraud triangle. 
Dalam pengkategoriannya, Albrecht et al (2012) membagi pressure ke 
dalam 4 kelompok yaitu, financial pressures, vice pressures, work-related 
pressures, dan other pressures. 
 
Gambar 2.2 Tipe-tipe Pressure 
Sumber: Dellaportas, S. (2008). Conversations with inmate accountants: Motivation, 
opportunity and the fraud triangle  
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Kebanyakan fraud melibatkan financial pressures maupun vice pressures. 
Vice pressures erat kaitannya dengan financial pressures, tetapi motivasi akan 
kebutuhan keuangan tersebut didasari atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai 
dengan moralitas yang ada seperti perjudian, kecanduan narkoba, berbeda 
dengan financial pressures yang umumnya didasari pada utang yang banyak, 
pendapatan yang rendah, dan kebutuhan finansial yang tidak terduga.  
Di samping dorongan finansial di atas, juga ada work-related pressures 
yang biasanya berupa: keinginan agar kinerja seseorang lebih mendapatkan 
pengakuan, takut kehilangan pekerjaan atau keinginan untuk naik jabatan. 
Dorongan lainnya dapat berupa pola pikir seseorang terkait dengan adanya 
tantangan untuk mengalahkan sistem yang ada.  
Selain pengkategorian di atas, pressure juga dapat digolongkan 
berdasarkan dari mana datangnya pressure tersebut. Vona (2008) percaya 
bahwa pressures dapat dibedakan menjadi personal pressures, corporate 
pressures atau external pressures. Contoh dari personal pressures : 
keserakahan, kecanduan perjudian, adanya masalah keuangan, sedangkan 
corporate pressures dapat berupa : ketakutan akan kehilangan pekerjaan, gaji 
yang rendah, perlakuan yang tidak adil dan external pressures, seperti: 
ekspektasi pasar, ego dan reputasi yag menjadi beban.  
Dari klasifikasi pressures yang ada di atas, dapat dilihat adanya 
keterkaitan antara kedua klasifikasi. Dapat dilihat bahwa dalam personal 
pressures masih dapat dikelompokkan lebih lanjut mengenai faktor apakah yang 
mendasari pressures tersebut, apakah finansial maupun non-finansial. Begitu 
juga pada corporate pressures dan external pressures. 
Selain pengertian dan beberapa jenis tekanan yang ada diatas, Priantara 
(2013:44-47) dan Tuanakotta (2012), juga menjelaskan bahwa tekanan adalah 
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kondisi yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam kehidupan individu yang 
menyebabkan munculnya keinginan melakukan fraud hingga seorang individu 
berani melanggar kode etik organisasi dan tujuan (peraturan) organisasinya. 
Umumnya tekanan tersebut muncul diakibatkan seorang pelaku fraud mengalami 
non-shareable problems yang memiliki jenis-jenis sebagai berikut. 
a. Violation of Ascribed Obligation, contohnya seperti individu yang 
melanggar kode etik jabatan yang diembannya sehingga dia malu 
mengakuinya dan mencoba mencari jalan keluar dengan melakukan 
fraud. 
b. Problems Resulting from Personal Failure, contohnya seperti seorang 
karyawan bidang keuangan yang menggelapkan dana perusahaan untuk 
kepentingan pribadi sebagai akibat kegagalannya dalam melakukan 
bisnis diluar pekerjaan utamanya. 
c. Business Reversals, contohnya seperti seorang karyawan kesulitan untuk 
membayar utangnya karena tingkat bunga yang cukup tinggi akibat 
inflasi. Sehingga tekanan tersebut membuatnya melakukan fraud. 
d. Physical Isolation, fraud yang terjadi sebab individu tersebut tidak 
memiliki teman untuk berbagi keluh kesah. Sehingga melakukan fraud 
adalah satu-satunya jalan keluar dari masalahnya. 
e. Status Gaining, atau faktor kecemburuan sosial yang menyebabkan 
individu melakukan fraud karena desakan lingkungan tempat tinggalnya 
untuk mencapai status sosial tertentu. 
f. Employer-Employee Relations, fraud yang terjadi akibat seorang 
bawahan tidak merasa senang dengan atasan. Sehingga bawahan 




Persepsi kesempatan menjadi elemen kedua dari fraud triangle yang 
dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1950. “A perceived opportunity to commit 
fraud may exist when the trust violator is in a position of trust or has knowledge of 
specific deficiencies in internal control. The standard also mentioned that 
individuals may be able to rationalise committing a fraudulent act”.  
Menurut Albretch dalam bukunya setidaknya ada 6 faktor yang 
meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud di dalam sebuah organisasi, antara 
lain :  
1. Kelemahan dari pengendalian dan pendeteksian kecurangan  
Lingkungan Pengendalian, Sistem Akuntansi, dan variasi dari aktivitas 
pengendalian berjalan bersama untuk mengurangi kesempatan dari pekerja 
untuk melakukan kecurangan. Lingkungan pengendalian yang baik membentuk 
atmosfer dimana perilaku yang baik menjadi sebuah model bagi yang lain, 
karyawan yang jujur, dan seluruh karyawan memiliki tanggung jawab atas 
pekerjaannya masing-masing.  
Sistem akuntansi menyediakan pencatatan yang membuat seseorang 
tidak dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan atas akses data 
perusahaan, menyembunyikan kecurangan, dan mengubah asset yang dicuri 
tanpa diketahui oleh orang lain. 
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari kinerja  
Pada saat kita menggunakan jasa dari seorang pengacara, dokter, 
akuntan, dan jasa professional lainnya, tidak mudah untuk menilai apakah nilai 
yang kita bayarkan sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan. Ini 
menyebabkan adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan kecurangan.  
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Pada investigasi yang dilakukan Departemen Keluhan Konsumen 
California, ditemukan bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan tekanan untuk 
gagal, dan percaya bahwa orang lain tidak akan tahu apakah hal yang 
dilakukannya benar atau tidak, maka orang tersebut cenderung akan melakukan 
penipuan. 
3. Kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud 
Salah satu tindakan kriminal yang tingkat keterjadiannya kembali cukup 
tinggi adalah pelaku penipuan yang tidak dituntut. Seorang individu yang 
melakukan kecurangan dan tidak dihukum seringkali akan mengulangi perilaku 
penipuan tersebut. Dalam sebuah organisasi terkadang mereka mengabaikan 
sebuah ketidak jujuran karena menuntut hanya akan menimbulkan masalah 
dilihat dari segi biaya dan waktu. Ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk 
membiarkan hal tersebut. Namun, secara tidak sadar mereka telah mengirim 
sinyal kepada orang lain dalam organisasi bahwa pelaku pelanggaran tidak akan 
mendapat konsekuensi yang signifikan. Jika dikombinasikan dengan tekanan dan 
rasionalisasi, ini dapat menyebabkan semakin banyaknya penipuan dalam 
organisasi. Persepsi kesempatan akan hilang jika pelaku pelanggaran akan 
mendapat sanksi yang signifikan, bukan hanya ditemukan. 
4. Kelemahan dalam mengakses informasi  
Penipuan dapat terjadi dikarenakan korban tidak memiliki akses ke 
informasi yang dimiliki oleh pelaku, terutama penipuan yang dilakukan terhadap 
pemegang saham dan investor. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya 
penipuan seseorang harus meminta pengungkapan penuh, termasuk laporan 
keuangan yang telah diaudit, sejarah bisnis, dan informasi lainnya yang bisa 
mengungkapkan adanya penipuan dalam organisasi tersebut. 
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5. Ketidakperdulian, Apatis, dan Ketidakmampuan 
Orang tua, orang yang tidak perduli, dan orang yang tidak mampu 
seringkali menjadi korban penipuan karena pelaku tahu bahwa orang tersebut 
mungkin tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan untuk mendeteksi bahwa 
mereka melakukan tindakan ilegal. 
6. Kelemahan terkait Jejak Audit 
Organisasi berusaha keras untuk membuat dokumen yang menjadi jejak 
audit sehingga transaksi dapat direkonstruksi dan dipahami. Kebanyakan 
penipuan selalu memanipulasi laporan laba rugi, ini dikarenakan saldo dari akun-
akun laba rugi akan ditutup di akhir periode. Jika penipuan yang dilakukan tidak 
ditemukan sebelum akhir tahun, maka jejak audit akan terhapus dan penipuan 
akan sulit untuk dideteksi.  
 
3. Rationalization 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa 
faktor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah rasionalisasi. Secara garis besar 
rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran 
oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. 
Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar 
tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat.  
Menurut Spillane (2003) bahwa rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup 
dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara 
tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-
tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang 
sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi 
yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan 
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penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana 
peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi 
perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan 
atau tradisi. 
Seperti yang kita ketahui kejahatan kerah putih atau white collar crime 
memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal 
dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa 
bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang (Dellaportas, 2013). 
Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam 
menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan 
tujuan mempertahankan citra diri.  
Berikut beberapa alasan rasionalisasi yang biasa digunakan seseorang 
(Albercht et al., 2011; Dellaportas, 2013) : 1. Organisasi berhutang pada saya, 2. 
Saya hanya meminjam uang tersebut, nanti akan saya kembalikan, 3. Tidak ada 
pihak yang dirugikan, 4. Saya memiliki hak yang lebih besar, 5. Kita akan 
memperbaiki keuangan selama kita hanya mendapatkan masalah, 6. Ini untuk 
tujuan yang baik, 7. Semua memperoleh kekayaan, mengapa saya tidak, 8. 
Perusahaan memperbolehkan hal ini, 9. Ini bukanlah masalah yang serius, 10. Di 
sini tidak terdapat internal control yang kuat jadi saya ingin menunjukan pada 
mereka bahwa ini dapat mudah dilakukan, 11. Saya ingin meningkatkan taraf 
hidup saya, 12. Mereka tidak memperlakukan saya dengan hormat, jadi saya 
ingin memperolehnya. 
Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa rasionalisasi merupakan 
tindakan yang dapat merugikan suatu badan usaha. Bagi para pelakunya alasan 
yang digunakan untuk menutupi suatu kecurangan merupakan hal yang biasa. 
Secara langsung auditor tidak dapat menelusuri secara langsung terjadinya fraud 
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yang ada namun dari keterangan yang dapat diperoleh, dapat diketahui bahwa 
alasan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tidak selamanya dapat 
diterima terutama dampak yang diterima oleh perusahaan.  
Bila melihat beberapa alasan yang biasa digunakan seperti yang 
diungkapkan oleh Albercht (2011) dan Dellaportas (2013) dapat disimpulkan 
bahwa salah satu penyebab tindakan secara terus menerus dan menjadi budaya 
dapat menyebabkan rasionalisasi menjadi penyebab utama dalam terjadinya 
kecurangan dalam perusahaan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian 
perusahaan agar kebiasaan rasionalisasi akan suatu kecurangan tidak dapat 
dibenarkan. 
Pemahaman atas fraud triangle dapat mencegah terjadinya fraud. Sebab 
pemahaman akan fraud triangle dapat membantu penyusunan sistem 
pengendalian intern yang baik sehingga dapat mematahkan fraud triangle, juga 
dapat membantu pendeteksian pelaku fraud (Tuanakotta, 2012) oleh pihak-pihak 
berwenang. 
2.1.2 Fraud di Sektor Pemerintahan 
Jenis Fraud yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. 
Tuanakotta (2010) mendefinisikan “korupsi adalah penyalahgunaan wewenang 
pejabat untuk keuntungan pribadi”. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan 
hukum, memperkaya diri, orang/badan lain yang merugikan keuangan/ 
perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena 
jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara 
(pasal 3), termasuk juga penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan 
dalam jabatan, gratifikasi. 
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Menurut Sahetapy (2013) korupsi sudah mewabah di Indonesia, 
merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh eselon pemerintahan, baik di 
pusat maupun di daerah. Hampir tanpa rasa malu lagi apabila yang 
bersangkutan tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak swasta/non pemerintah 
turut andil dan bekerja sama dengan pegawai pemerintah dalam tindak korupsi. 
Skandal korupsi di Indonesia bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Kasus 
korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang 
mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, 
baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan 
antara lain penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan 
bukti dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Tindakan fraud 
ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. 
2.1.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Instansi 
Pemerintahan 
Fraud di sektor pemerintahan sudah sering terjadi belakangan ini, hal ini 
dikarenakan banyaknya peluang dan dan hal-hal lainnya yang dapat membuat 
seseorang melakukan fraud. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi seseorang 
melakukan fraud di pemerintahan adalah sebagai berikut. 
a) Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi 
orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau 
melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun 
secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2006). Fleishman 
dan Peters (1962) dalam Trisnaningsih (2007) menjelaskan bahwa gaya 
kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin 
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dengan melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin pada 
saat mempengaruhi orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain. 
Perilaku pemimpin sangat berpengaruh pada pola perilaku pegawainya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Albrecht et al (2012) bahwa kejujuran dapat 
diperkuat dengan sangat baik ketika ada contoh (model) yang tepat untuk ditiru. 
Manajemen dalam suatu organisasi tidak dapat bertindak sesuatu dan 
mengharapkan orang lain dalam organisasi untuk berperilaku berbeda. Karyawan 
mengambil contoh etos kerja mereka dari atasan/manajemen perusahaan. 
Pemimpin tidak hanya berbicara tentang etika, tetapi harus menunjukkan 
komitmen mereka terhadap etika tersebut. Sehingga untuk membentuk suatu 
lingkungan etis yang jauh dari tindakan fraud diperlukan figure pemimpin yang 
baik dan dapat memberikan contoh yang baik pula kepada karyawannya. 
b) Kesesuaian Kompensasi 
Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi karyawan, karena 
dengan gaji tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasibuan 
(2002) menyatakan bahwa “kompensasi adalah balas jasa yang dibayar secara 
periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti”. Teori 
yang dikembangkan oleh Sastro Hadiwiryo (1998) dalam Pramudita (2013) yaitu 
gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih 
efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, 
serta mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri 
angkatan kerja masa kini. 
Hal ini diperkuat oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Wilopo (2006) 
yang menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat 
manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, manajemen 
akan memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya tanpa ada yang 
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disembunyikan. Ini membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi yang diberikan 
oleh perusahaan kepada karyawan akan mendorong karyawan untuk melakukan 
pekerjaan dengan baik, sehingga karyawan tidak akan melakukan hal-hal yang 
merugikan perusahaan, termasuk melakukan fraud. 
c) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 
Pengertian sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2008: 180) 
adalah sebagai berikut, Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang 
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain 
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 
yakni keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan yang 
berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. 
Sedangkan definisi pengendalian intern menurut the Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dalam 
Tuanakotta (2010) adalah:  
“A process, affected by en entity’s board of directors, management and 
other personal, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of effectiveness and efficiency of operations, reliability of 
financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”. 
 
Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu menjaga aset, 
menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang akurat dan dapat 
dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mengurangi terjadinya kerugian, 
kecurangan dan pelanggaran. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wilopo 
(2006), sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangat penting 
untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta 
mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 
peraturan. Semakin baik dan efektif sistem pengendalian intern maka akan 
semakin rendah tingkat terjadinya fraud. 
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d) Penegakan Hukum 
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk 
melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum 
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh 
subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur 
arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Asshiddiqie, 2006). 
Lebih lanjut, Asshiddique menjelaskan bahwa dalam arti yang lebih luas lagi, 
kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan 
agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat 
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam 
arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap 
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau 
yang disebut perbuatan melawan hukum. 
Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum 
yang dapat dilakukan oleh orang di dalam maupun luar organisasi, dengan 
maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan secara langsung merugikan 
pihak lain (ACFE). 
Kepatuhan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum 
kepada hukum yang berlaku yaitu dengan mentaati hukum yang berlaku di suatu 
negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum tetapi tidak 
mematuhinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat 
sebagai warga negara. Kesadaran hukum akan timbul bila penegakkan hukum 
dapat berjalan dengan semestinya. Penegakkan hukum yang baik dan adil dapat 




e) Budaya Etis Organisasi 
Budaya organisasi menurut Robbins (2005) adalah “a common perception 
held by the organization’s members; a system of shared meaning”. Etika menurut 
Griffin dan Ebert (2003) dalam Sulastri dan Simanjuntak (2014) merupakan 
keyakinan mengenai tindakan yang benar/baik dan yang salah/buruk yang 
mempengaruhi hal lainnya. Karena didasarkan pada konsep sosial dan 
keyakinan perorangan, maka etika dapat berbeda dan bervariasi dari satu orang 
ke orang lainnya, dari satu situasi ke situasi lainnya, atau dari satu budaya ke 
budaya lainnya. Sedangkan budaya etis organisasi dapat diartikan sebagai pola 
sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam organisasi yang 
secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan 
tujuan organisasi (Pristiyanti, 2012). 
Dapat disimpulkan bahwa di suatu lingkungan yang mempunyai budaya 
etis organisasi, karyawan akan lebih cenderung menjalankan peraturan-
peraturan perusahaan dan menghindari perbuatan fraud. Jika instansi 
mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong 
karyawannya untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan. 
f) Komitmen Organisasi 
Robbins (2005) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai “suatu sikap 
yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka karyawan terhadap 
organisasi”. Sedangkan Steers (1985) dalam Pramudita (2013) menyatakan 
bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik 
terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap 
organisasi lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap 
menyukai organisasi dan kesediaan untuk berusaha dan berupaya bagi 
kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan. 
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Pada dasarnya, komitmen individu akan mendorong terciptanya 
komitmen organisasi. Dalam komitmen organisasi terdapat unsur menyukai dan 
loyalitas terhadap organisasi. Komitmen organisasi mengandung pengertian 
sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap 
organisasi, tetapi hubungan pegawai dengan organisasi secara aktif, pegawai 
merasa memiliki dan merasa menjadi bagian dari organisasi, serta bertanggung 
jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika seorang pegawai memiliki 
komitmen organisasi maka pegawai tersebut tidak akan melakukan sesuatu hal 
yang merugikan organisasi. Sebaliknya, jika komitmen organisasi dalam diri 
pegawai rendah, maka sangat mungkin tingkat terjadinya fraud di organisasi 
tersebut menjadi tinggi. 
2.2 Persepsi 
Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata perception, yang diambil 
dari bahasa latin perception, yang berarti menerima atau mengambil. Para ahli 
dengan pandangan masing-masing mendefinisikan persepsi secara berbeda-
beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah 
tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Sedangkan menurut Kotler 
(2010) persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan 
menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 
keseluruhan yang berarti. 
Desmita (2011:119) menerangkan bahwa dalam psikologi kontemporer, 
persepsi secara umum diperlakukan sebagai variabel campur tangan (intervening 
variable), yang dipengaruhi oleh faktor-faktor stimulus dan faktor-faktor yang ada 
pada subjek yang menghadapi stimulus tersebut. Oleh sebab itu, persepsi 
seseorang terhadap suatu benda atau realitas belum tentu sesuai dengan benda 
atau realitas yang sesungguhnya. Demikian juga pribadi-pribadi yang berbeda 
akan mempersepsikan sesuatu secara berbeda pula. 
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Dari penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 
pada dasarnya persepsi merupakan suatu pengamatan individu atau proses 
pemberian makna sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan 
sebagainya melalui panca inderanya, yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan penafsiran pesan sehingga seseorang dapat memberikan 
tanggapan mengenai baik buruknya atau positif negatifnya hal tersebut. 
 
2.3      Pengendalian Internal 
a) Pengertian Pengendalian Internal 
Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan 
jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi 
operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum 
yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat 
diperlukan baik oleh manajer, user sistem akuntansi, perancang sistem 
akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi (TMbooks, 2015:35). 
Menurut Hery (2017:132) bahwa, manajemen bertanggung jawab untuk 
menyiapkan laporan bagi para investor, kreditur, dan pengguna lainnya. 
Tanggung jawab untuk memilih dan mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, 
menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, serta menyajikan 
laporan keuangan yang wajar berada di pihak manajemen, bukan auditor. 
Tanggung jawab ini timbul mengingat bahwa pihak manajemen selaku pelaksana 
harian perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih terperinci dan mendalam 
atas setiap transaksi perusahaan yang terjadi disbanding dengan pihak auditor.  
Pengetahuan auditor akan transaksi yang terjadi dan pengendalian internal klien 
hanya terbatas pada informasi (pengetahuan yang diperolehnya selama 
menjalankan kegiatan audit. 
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Lebih lanjut dikatakan Hery bahwa, ada dua konsep utama yang melandasi 
penyusunan dan implementasi pengendalian internal, yaitu kapasitas yang layak 
dan keterbatasan bawaan (inheren). Manajemen harus mengembangkan 
pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan 
absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Keefektifan 
pengendalian internal juga tidak terlepas dari kompetensi dan ketergantungan 
orang-orang yang menggunakannya.  
Sedangkan menurut TMbooks (2015:36-37) bahwa konsep pengendalian 
internal pada dasarnya terdiri dari 2 hal, yaitu tanggung jawab dan efisiensi 
pengendalian. Tanggung jawab pengendalian berkaitan dengan manajemen dan 
dewan direktur yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menjaga proses 
pengendalian internal. Walaupun tanggyng jawab pengendalian tertentu 
didelegasikan kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab akhirnya tetap di 
tangan manajemen dan dewan direktur. Maskipun auditor eksternal, auditor 
internal, atau pihak-pihak lain mungkin memiliki perhatian terhadap proses 
pengendalian internal, namun tanggung jawab utama terhadap pengendalian 
tetap berada pada manajemen dan dewan direktur. 
b) Unsur-Unsur Pengendalian Internal 
Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar 
perusahaan A.S dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations 
(COSO) (Hery, 2017:134). Komponen atau unsur-unsur pengendalian COSO 
meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, 
informasi, dan komunikasi akuntansi, serta pemantauan (lihat juga TMbooks, 
2015:37). 
 Lingkungan pengendalian 
Lingkungan pengendalian merupakan faktor-faktor yang merupakan 
fondasi bagi komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan 
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pengendalian meliputi integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap 
kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, perhatian 
dan pengarahan dari dewan direksi, serta kebijakan dan praktik sumber daya 
manusia. 
 Integritas dan nilai-nilai etika. 
Subkomponen ini meliputi tindakan manajemen untuk mencegah 
karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis. 
Caranya adalah melalui sosialisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai 
entitas yang harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus 
dipegang teguh dan dijalankan oleh seluruh karyawan. Integritas dan 
nilai-nilai etis ini dituangkan dalam sebuah standar etika atau kode 
perilaku. 
 Komitmen pada kompetansi 
Meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi 
yang harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan 
diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan 
tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. 
 Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 
Dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam mengawasi 
jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen. 
Dewan Komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa 
manajemen (selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik 
modal untuk mengelola dana perusahaan) telah mengimplementasikan 
pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. 
Untuk membantu melakukan penagwasan terhadap manajemen, 
dewan membentuk komite audit yang diberikan tanggung jawab dalam 
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mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Komite audit 
juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi secara 
berkelanjutan dengan auditor internal maupun auditor eksternal, 
termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang dilakukan oleh para 
auditor eksternal. 
 Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen 
Manajemen, melalui prinsip dan sikapnya, memberikan isyarat tertentu 
bagi para karyawannya mengenai arti penting pengendalian internal. 
Sebagai contoh, apakah manajemen sering melakukan tindakan yang 
mengandung risiko yang cukup besar bagi entitas, atau justru 
cenderung menghindari? Apakah manajemen menetapkan target 
penjualan dan tingkat laba yang terlalu besar (tidak realistis), dan 
apakah karyawan didorong untuk melakukan tindakan yang agresif 
guna memenuhi harapan target tersebut? Dengan memahami gaya 
pengelolaan manajemen auditor dapat merasakan sikap manajemen 
tentang pengendalian internal.  
 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan 
kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian. Dengan 
memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari perihal 
pengelolaan entitas dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat 
bagaimana pengendalian atas pengelolaan tersebut diterapkan. 
 Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas) 
Karyawan yang tidak kompoten atau tidak jujur dapat merusak sistem, 
meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan, Karyawan yang 
jujur dan kompoten mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun 
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hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi, karyawan yang jujur dan 
kompoten bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari 
perasaan bosan, tidak puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena 
pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas 
(pengendalian), metode atau kebijakan untuk mengangkat, 
mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi 
kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian 
internal. 
 Penilaian Resiko 
Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi 
dan menganalisis risiko-risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai 
dengan standar akuntansi. Sebagai contoh, jika perusahaan sering mengalami 
kesulitan dalam menagih piutang usaha, maka perusahaan harus 
menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko lebih saji 
piutang usaha. 
Penilaian risiko oleh manajemen berbeda dengan penilaian risiko oleh 
auditor, walaupun ada keterkaitannya. Apabila manajemen menilai risiko sebagai 
bagian dari perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk 
memperkecil kekeliruan serta kecurangan, sedangkan auditor menilai risiko untuk 
memutuskan jenis dan cakupan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jika 
manajemen secara efektif menilai dan menanggapi risiko tersebut, biasanya 
auditor akan megumpulkan lebih sedikit bukti audit daripada jika menajemen 
gagal dalam mengidentifikasi atau menindaklanjuti risiko yang signifikan.  
Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan 
manajemen melalui penggunaan kuisioner atau diskusi dengan manajemen 
terkait untuk menantukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risiko-
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risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan 
kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa 
yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang muncul. 
 Aktivitas Pengendalian 
Hal ini merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan 
bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna 
mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas: 
 Pemisahan Tugas 
Pemisahan tugas (segregation of duty) maksudnya adalah pemisahan 
fungsi atau pembagian kerja. Ada 2 (dua) bentuk yang paling umum 
dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu: (1) pekerjaan yang 
berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula; (2) 
harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani 
pekerjaan pencatatan asset dengan  karyawan yang mengani 
langsung asset secara fisik (operasional). Sesungguhnya, rasionalisasi 
dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas/pekerjaan dari seorang 
karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk 
mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan 
seorang karyawan dapat diperiksa silang (cross chek) kebenarannya 
oleh karyawan lainnya.  
Sebagai contoh yang paling sering terjadi dan perlu diwaspadai adalah 
dalam aktivitas pembelian atau pengadaan barang. Aktivitas pembelian 
barang meliputi pemesanan, penerimaan, dan pembayaran. 
 Otorisasi yang Tepat atas Transaksi 
Agar pengendalian berjalan baik, setiap transaksi harus diotorisasi 
dengan tepat. Sebagai contoh, transaksi pembayaran kas dilakukan 
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setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang 
berwenang. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa kas hanya 
dibayarkan atas transaksi yang telah diotorisasi sebagaimana 
mestinya. 
 Dokumen dan Catatan yang Memadai 
Dokumen dan catatan merupakan objek fisik di mana transaksi akan 
dicantumkan serta diikhtiarkan. Contohnya adalah faktur penjualan, 
surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang. Dokumen yang 
memadai sangat penting untk mencatat transaksi dan mengendalikan 
asset. 
 Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan 
Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, asset 
dan catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana 
mestinya asset dapat dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan  
Demikian juga dengan catatan, jika tidak dilindungi secara memadai,  
catatan bisa dicuri, rusak, atau hilang, yang dapat sangat mengganggu 
proses pencatatan akuntansi dan operasi normal bisnis perusahaan. 
 Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal 
Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan 
independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan 
ulang perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh 
karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat yang 
maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka: 
(1) verifikasi seharusnya dilakukan secara periodic/berkala atau bisa 
juga dilakukan atas dasar dadakan, (2) verifikasi sebaiknya dilakukan 
oleh orang yang independen, (3) ketidakcocokan/ketidaksesuaian dan 
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kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang 
memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat. 
 Informasi dan Komunikasi Akuntansi 
Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar 
transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan 
audit umum atas transaksi, yaitu: (1) transaksi yang dicatat memang ada, (2) 
transaksi yang ada sudah dicatat, (3) transaksi yang dicatat dinyatakan pada 
jumlah yang benar, (4) transaksi yang dicatat diposting dan diikhtisarkan dengan 
benar, (5) transaksi diklasifikasi dengan benar, (6) transaksi dicatat pada tanggal 
yang benar. 
 Pemanatauan 
Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu 
pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen 
untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada 
dalam perusahaan. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, 
termasuk studi atas pengendalian internal yan ada, laporan auditor, umpan balik 
dari personil operaisonal, dan lainnya. 
 
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 
diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan 
yang sangat berguna bagi penulis. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang 
dilakukan berkaitan dengan pengaruh peran fraud triangle dalam kecurangan 
akuntansi Pemerintah Daerah. 
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Hutasuhut (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di SKPD telah 
terjadi kecurangan. Penyebab kecurangan adalah faktor interen kesempatan 
(opporturity), motivasi (motivation), dan faktor ekstern yaitu kurang efektifnya 
pengendalian intern pemerintahan kabupaten/kota. Penelitian tersebut juga 
memperoleh hasil bahwa internal audit mampu mendeteksi kecurangan pada 
SKPD Kabupaten/Kota. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rijckeghem dan Weder (1997) 
menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara penghasilan 
aparatur pemerintah dengan tingkat korupsi. Penelitian lainnya dilakukan oleh 
Thoyibatun (2009), hasil penelitiannya kesesuaian sistem pengendalian internal 
dan sistem kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi.  
Manosoh (2016) dalam penelitiannya menunjukkan terdapat sejumlah 
faktor-faktor penyebab terjadinya fraud, diantaranya karena adanya tekanan, 
adanya kesempatan, dan alasan pembenaran. Sejumlah faktor ini, 
mempengaruhi sejumlah pejabat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam 







3.1 Analisis Deskriptif 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif 
kualitatif, yaitu melakukan penelitian langsung pada objek penlitian, melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai 
penelitian ini serta mengumpulkan data dan menganalisis dokumen atau catatan. 
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 
mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 
gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto: 
2005). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 
suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. (Sujana dan 
Ibrahim, 1989:65). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada 
pemecahan masalah - masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 
dilaksanakan. 
Adapun metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti 
adalah penelitian tindakan (action research) dan penelitian perpustakaan (kajian 
pustaka). Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada 
penerapan tindakan yang dengan tujuan meningkatkan mutu atau memecahkan 
permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat 
keberhasilannya atau dampak dari tindakannya. Grundy dan Kemmis (1990: 322) 
mengemukakan bahwa penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu 
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meningkatkan (improve) dan melibatkan (involve). Maksudnya, penelitian 
tindakan bertujuan meningkatkan bidang praktik, meningkatkan pemahaman 
praktik yang dilakukan oleh praktisi, dan meningkatkan situasi tempat praktik 
dilaksanakan. Penelitian Kepustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai 
literatur yagn berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu 
berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat 
dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono 
(1986: 28) dalam buku Pengantar Metodologi Research  Sosial mengemukakan 
bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan 
informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, 
hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di 
lapangan. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti 
bertindak sebagai pengamat, pengamatan tersebut berbentuk observasi 
langsung dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Kehadiran dan 
keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna 
dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan menggunakan alat non-
human (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat 
mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila 
informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti. Peneliti 
menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisis 
data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya 
peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. 
Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian merupakan kunci utama 
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dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 
kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 
membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 
diperoleh dengan atau tanpa hambatan dan lengkap. Peneliti harus menghindari 
kesan-kesan yang tidak merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti 
di ketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. 
Selain itu peneliti juga menggunakan metode studi pustaka Undang–
Undang No. 6 tahun 2014, sebagai sebuah jalan pengembangan penelitian yang 
dapat membantu peneliti sebelum melaksanakan penelitian lapangan dan 
diharapkan studi pustaka dapat memberikan sumbangsih analitik yang lebih 
mendalam terhadap objek yang diteliti. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
yang bertempat di Jl. Tamalanrea Raya No.2, Tamalanrea, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di 
Jl. A.P Pettarani No.100, Makassar Sulawesi Selatan. Kedua lokasi ini diambil 
karena peneliti menganggap responden yang sebagian besar adalah auditor 
BPKP dan Inspektorat ini tentunya sering berinteraksi dengan para pegawai di 
Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan, sehingga responden memiliki 
pengalaman dan wawasan yang lebih luas terhadap fraud yang terjadi di wilayah 
Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan. Untuk jumlah responden, peneliti akan 
mewawancarai 6 responden, 3 responden dari BPKP dan 3 responden dari 
Inspektorat Provinsi yang dimana responden tersebut dianggap mampu 
memberikan data yang dibutuhkan. Penelitian diestimasikan akan memakan 
waktu selama kurang lebih 3 minggu. 
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3.4 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 
sumber penelitian (responden) tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh 
melalui wawancara mendalam dengan informan. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 
peneliti melalui buku, jurnal dan artikel ilmiah, dokumen, situs internet, dan 
sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan (library research), metode yang digunakan dengan 
cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah yang diteliti 
serta variabel-variabel penelitian pada buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah, 
dokumen, situs internet, dan sumber referensi lainnya. 
2. Studi Lapangan (field-study research), metode yang digunakan dengan 
cara wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya-jawab langsung 
terhadap pihak yang terkait guna mendapatkan data dan keterangan yang 
berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan alat bantu, 
seperti recorder dan catatan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 
tatap muka terhadap responden sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk 
berkomunikasi langsung dengan responden. Syarat responden tersebut 
antara lain auditor eksternal pemerintah yang memiliki pengetahuan dan 
pengalaman yang memadai tentang pemeriksaan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. 
3. Dokumentasi, yakni dengan melakukan pencataan langsung atas 
dokumen atau arsip yang terkait dengan penelitian. 
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3.6 Analisis Data 
Analisis data dalam metodologi kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan 
secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan 
kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman dalam Arifah, 2011: 30). 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengategorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang 
terkumpul dapat diverifikasi. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan 
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
merupakan kegiatan di akhir penelitian. 
 
3.7 Pengecekan Validitas Temuan 
Teknik validasi data yang digunakan mengikut pada Dukes (1984) dalam 
Kuswarno (2009: 74) yakni: 
1. Mengonfirmasi kepada peneliti yang meneliti pola-pola yang mirip. 
2. Memverifikasi naskah hasil penelitian; apakah sesuai dengan yang pernah 
dialami oleh pembaca naskah. 
3. Analisis rasional seputar pertanyaan; apakah pola penjelasan logis dan 
bisa digunakan untuk pola penjelasan lain. 
4. Menggolongkan data yang sama dan cocok. 
Sebagai tambahan, validasi data juga dapat diperiksa melalui pertanyaan 
apakah telah dilakukan dependability, yaitu kekonsistenan dalam pengumpulan 






Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data, maka dapat 
disimpulkan bahwa penyebab utama fraud dalam Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dikarenakan sistem dan orang. Pada kondisi tertentu sistem 
yang baik dapat meminimalisir terjadinya fraud didalam sektor pemerintahan 
daerah, dan sebaliknya. Pada kondisi lain, pejabat atau pegawai pemerintahan 
yang memiliki perilaku yang baik akan membuat sistem yang ada didalam 
pemerintahan berjalan dengan baik, dan sebaliknya. 
Sistem yang lemah dan pejabat/pegawai yang tidak baik penyebab 
terjadinya fraud. Yang dimaksud sistem yang lemah adalah peraturan-peraturan, 
prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan tidak dijalankan dengan baik dan benar. 
Pejabat/pegawai yang tidak baik adalah pejabat/pegawai yang mempunyai sifat 
buruk seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, dan tidak punya 
kemampuan dalam menjalankan sistem itu sendiri. 
Dari kesimpulan yang ada di atas, maka dapat dijelaskan bahwa fraud 
triangle yang kemudian dikonversi kedalam 2 hal, yaitu sistem dan orang 
(stackholder) yang tidak baik merupakan faktor utama pemicu terjadinya fraud 
pada sektor pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintahan Daerah Sulawesi 
Selatan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya fraud di sektor 
pemerintahan, maka sistem dan orang-orang (stackholder) yang ada pada 
pemerintahan daerah perlu diperhatikan dan dibenahi. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti mengakui bawa dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-
keterbatasan yang memungkinkan dapat memberikan gangguan hasil penelitian. 
Pengetahuan tekhnis yang terbatas dari peneliti menjadi salah satu faktor dalam 
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keterbatasan penelitian ini, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan yang 
mendasar seperti kurang kuatnya hasil analisis serta referensi teori yang masih 
kurang. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya melakukan wawancara 
di 2 tempat, yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana menurut peneliti masih belum dapat 
mewakili hasil dari penelitian ini. Keterbatasan selanjutnya adalah jumlah 
responden yang kurang banyak. Kurang banyaknya jumlah responden yang 
diperoleh tentu mengurangi derajat keterwakilan bagi auditor yang lain yang tidak 
menjadi responden. Selanjutnya, penelitian ini belum mewakili persepsi auditor 
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi 
Selatan secara merata di setiap wilayah entitas, namun hanya mewakili persepsi 
auditor secara generalisasi sebagai suatu kesatuan kerja. Keterbatasan 
selanjutnya adalah cakupan penelitian yang hanya berfokus pada auditor BPKP 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, 
dan tidak mengambil sampel pada pejabat/pegawai Pemerintahan Daerah. 
 
5.3 Saran 
Peneliti merasa bertanggung jawab untuk memberikan beberapa saran 
kepada siapapun pihak yang merasa berminat untuk melakukan penelitian 
dengan bentuk yang serupa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tentu saja 
saran bagi instansi terkait yang menjadi lokasi dan sasaran dalam penelitian ini. 
5.3.1 Penelitian Selanjutnya 
Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada siapapun 
orang yang membaca dan tertarik melakukan penelitian yang serupa, baik 
serupa dalam artian metode atau pendekatan penelitian ataupun serupa dalam 
artian kasus atau lokasi penelitian yang sama. 
59 
 
Pertama, tentunya peneliti harus memulai dengan langkah mengenali 
betul apa yang menjadi target penelitiannya, baik dalam artian lokasi ataupun 
orang yang akan menjadi informan. Hal ini tentu saja dimaksudkan karena syarat 
tersebut memang harus terpenuhi ketika ingin melakukan penelitian dengan 
model pendekatan kualitatif seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Kedua, 
peneliti harus menggunakan sebanyak mungkin teori yang menjadi alat dan 
lokasi penelitian agar lebih mudah dalam memahami kasus yang akan diteliti. 
5.3.2 Instansi Terkait 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui sejauh mana 
peran fraud triangle dalam memicu terjadinya fraud di sektor Pemerintahan 
Daerah Sulawesi Selatan. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa fraud triangle yang kemudian 
dikonversi kedalam 2 hal yaitu sistem dan orang-orang (stackholder) yang tidak 
baik pada pemerintahan dapat memicu terjadinya fraud. 
Oleh karena itu penulis menyarankan, untuk menekan atau meminimalisir 
terjadinya fraud di sektor pemerintahan harus diperhatikan menyangkut aspek 
sistem dan orangnya. Jadi kalau kita punya sistem yang baik dan dilaksanakan 
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1. Menurut anda, apakah tekanan didalam menjalankan pekerjaan mampu 
membuat seseorang melakukan fraud ? 
2. Menurut anda, fraud apa yang sering terjadi di instansi pemerintah daerah ? 
3. Menurut anda, jenis fraud yang sering terjadi itu berhubungan dengan 
pimpinan atau bawahan ? 
4. Menurut anda, hubungan yang baik antar pimpinan dan bawahan dapat 
meminimalisir terjadinya fraud ? 
5. Menurut anda, cara terbaik / solusi untuk mengurangi tekanan dilingkungan 
instansi pemerintah daerah seperti apa ? 
6. Menurut anda, bagaimana cara untuk mengurangi kecemburuan social yang 
biasa terjadi dilingkungan kerja ? 
7. Menurut anda, apakah kelemahan dari pengendalian internal dan 
pendeteksian kecurangan dapat menjadi peluang bagi seseorang untuk 
melakukan fraud ? 
8. Menurut anda, apakah nilai yang dibayar oleh pimpinan kepada bawahan 
yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan dapat menjadi 
peluang bagi bawahan untuk melakukan fraud ? 
9. Menurut anda, apakah pelaku fraud yang tidak dituntut dan tidak 
mendapatkan hukuman seringkali akan mengulangi perilaku tersebut ? 
10. Menurut anda, apakah akses informasi yang ada di pemerintah daerah 
sudah baik atau belum ? Jika iya, faktor pendukungnya apa ? dan jika tidak, 
faktor penyebab kegagalan mengakses informasi itu apa ? 
11. Menurut anda, apakah korban penipuan (fraud) diinstansi pemerintah daerah 




dimana mereka tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan untuk mendeteksi 
pelaku fraud ? 
12. Menurut anda, apakah fraud yang terjadi di instansi pemerintah daerah juga 
dikarenakan adanya kelemahan terkait jejak audit ? 
13. Menurut anda, apakah reward yang diberikan instansi pemerintah daerah 
sudah adil berdasarkan kinerja bawahan / pegawai selama bekerja ? 
14. Menurut anda, apakah seseorang yang terkadang menggunakan uang 
perjalanan dinas dengan alasan meminjam dan akan diganti dapat menjadi 
pemicu munculnya fraud ? 
15. Menurut anda, apakah semua pegawai memiliki hak dalam memutuskan dan 
menyusun suatu anggaran didalam instansi pemerintah daerah ? 
16. Menurut anda, apakah pegawai instansi pemerintah daerah secara real-time 
memperbaiki kesalahan dalam hal keuangan? 
17. Menurut anda, apakah seseorang melakukan fraud di instansi pemerintah 
daerah dengan alasan ingin meningkatkan taraf hidupnya ? 
18. Menurut anda, apakah seseorang melakukan fraud di instansi pemerintah 
daerah karena ia merasa tidak diperlakukan dengan hormat di tempat ia 
bekerja ? 
